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TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI 2 GUNUNG LAGAN

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional UPTD SPF SD NEGERI 2 GUNUNG LAGAN No: 422/005/2026
Ii Tanggal, 29 Januarl 2026 selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SD NEGERI 2 GUNUNG LAGAN.
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
¢ Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah Tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional
Penyelenggaraan.

| b. bahwa izin Penyelenggara UPTD SPF SD NEGERI 2 GUNUNG LAGAN fersebut dapatl diberikan dalam baias

i ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang beraku

Méngingut : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembenitkan Daerah Tingkat i
] Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Megara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3827); : {

Undang — undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4301);

3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara
i Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
| 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
| 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; ;
| i 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
i Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
H 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atfas Peraturan

# i Pemerinfah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lgmboron Negara Republik
i ] Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peratur emerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Waijib Be{cucr 9 Tahun (Lembo'rcn)

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4866);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana

dan Pras untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas /
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